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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pentingnya proses gelar perkara 
dalam kelancaran penyelesaian perkara pidana, untuk mengetahui proses gelar 
perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap perkara pidana serta 
untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pelaksanaan gelar 
perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis 
penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara 
dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis 
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar perkara dilaksanakan 
untuk memberikan status hukum atas penanganan kasus, sehingga proses 
penyelesaiannya tidak mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan, yang 
akan berpengaruh dalam proses penanganan perkara pidana. Proses gelar perkara 
oleh penyidik dimulai dari laporan masuk, rancangan gelar perkara, pelaksanaan 
gelar perkara dan tahap akhir gelar perkara yang menghasilkan sebuah kesimpulan 
dan dibuat notulen kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. 
Faktor penghambat pelaksanaan gelar perkara adalah banyaknya komplain 
masyarakat dan lamanya penanganan perkara dari penegak hukum hingga 
menemukan bukti baru  yang akan menghambat jalannya perkara pidana.  
 
Kata kunci: peradilan pidana, penyidikan, gelar perkara  
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine the importance of the process of a 
case to solve a problems of the criminal case, to find out the process of a case 
conducted by investigators in uncovering the criminal case and to investigate the 
problems experienced by the investigator in the execution of a case. The method 
used in this research is empirical juridical with descriptive research. The data 
source consists of primary data source, interviews and secondary data source, 
legal data primary, secondary and tertiary. Data collected from literature study and 
interviews then analyzed qualitatively. The results showed that a case was 
implemented to provide legal status for its handling of the case, so that the 
finishing process does not have any errors in decision-making, which will have an 
effect in the process of handling criminal cases. The process of a case by the 
investigator starts from incoming reports, the design of a case, the implementation 
of a case and the final stage of a case which resulted in a conclusion and it made 
into the minutes then submitted to the leaders for further action. Factors that 
obstructing the implementation of a case is many complaints from society and the 
duration for handling the case is long by law enforcement and a new evidence 
could impede the course of the criminal case. 
Keywords: criminal justice, investigation, his case 
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PENDAHULUAN 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Negara 
Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische 
rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum 
(constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana 
disebutkan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam 
ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan 
(welfare state) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia 
keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham 




Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang 
mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil 
mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil. 
Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, 
menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam 
masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi.
2
 
Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan 
penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi 
peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan 
dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat 
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bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau 
peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila 
pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi 
persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana 
itu telah siap untuk diproses.
3
 
Kecermatan penyidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang 
diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini 
merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan 
peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran pelanggaran hukum, yang 




Mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan diperlukan beberapa 
tahap-tahap agar dalam menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dan 
menentukan siapa orang yang bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam suatu 
perkara pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapannya. Tahap-tahap 
dalam penyelidikan itu sendiri diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyelidikan Tindak Pidana pada Pasal 15 yang berisi sebagai berikut:  
(1) Penyelidikan, (2) Pengiriman SPDP, (3) Upaya paksa, (4) Pemeriksaan, (5) 
Gelar perkara, (6) Penyelesaian Berkas Perkara, (7) Penyerahan berkas perkara ke 
penuntut umum, (8) Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan (9) Penghentian 
penyidikan. 
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian untuk 
menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan dan juga menetapkan 
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seseorang yang disangkan sebagai tersangka dengan melakukan gelar perkara. 
Gelar perkara itu sendiri yaitu merupakan upaya berupa kegiatan penggelaran 
proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak 
pidana tertentu sebelum diajukan kepada Penuntut Umum.
5
 
Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah 
satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang 
objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi 
penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas.
6
 
Sebagai salah satu contoh pelaksanaan gelar perkara yaitu dilaksanakan 
oleh Polres Malang terhadap kasus kematian mahasiswa ITN Malang, Fikri 
Dolasmantya Surya yang merupakan mahasiswa baru jurusan Planologi Institut 
Teknologi Nasional Malang. Dari gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Jawa 
Timur tersebut menghasilkan, dengan menetapkan 4 (empat) orang sebagai 
tersangka dalam kasus kematian mahasiswa tersebut.
7
 Dengan dilaksanakannya 
gelar perkara oleh Kepolisian dapat membantu mencari titik terang dalam 
pengungkapan kasus yang sedang berjalan ataupun sedang ditangani oleh 
Kepolisian. Dan juga agar dalam proses penanganan kasus pihak penyidik 
terutama penyidik Kepolisian tidak salah dalam mengambil keputusan.  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah  (1) Bagaimana 
kedudukan gelar perkara dalam kelancaran proses penyelesaian perkara pidana? 
(2) Bagaimana proses pelaksanaan gelar perkara dalam penyidikan perkara 
pidana? (3) Hambatan-hambatan apa sajakah yang dialami dalam pelaksanaan 
gelar perkara? 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran pentingnya 
proses gelar perkara dalam kelancaran penyelesaian perkara pidana (2) Untuk 
mengetahui proses gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam 
mengungkap perkara pidana (3) Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh 
penyidik dalam pelaksanaan gelar perkara. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis 
penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara 
dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis 
secara kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kedudukan Gelar Perkara terhadap Kelancaran Proses Penyelesaian 
Perkara Pidana  
Kedudukan gelar perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana 
sendiri adalah sebagai salah satu dari kegiatan pengawasan penyidikan yang 
dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana yang sedang 
ditangani.
8
 Kegiatan pengawasan dilaksanakan agar memastikan setiap tahapan 
penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan. 
Gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir tindakan penyidikan 
yang dilakukan oleh penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan 
tindak lanjut terhadap sebuah perkara pidana yang sedang ditangani.
9
 Tindakan 
penyidik Kepolisian yang melakukan gelar perkara merupakan suatu tindakan 
yang bersifat kehati-hatian penyidik dalam penanganan sebuah perkara pidana.  
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Dilaksanakannya gelar perkara selain untuk memberi kepastian hukum 
atas sebuah kasus yang ditangani, gelar perkara juga dilaksanakan dalam rangka 
mendukung efektivitas penyidikan dan pengawasan, mengefektivitas tugas dan 
peran pengawas penyidik dan atasan penyidikan, memberikan klarifikasi 
pengaduan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak 
hukum dan juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan 
dan bukan intervensi pimpinan.
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Selanjutnya, dalam pelaksanaannya gelar perkara dapat dihadiri siapa-
siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam kasus/gelar perkara yang sedang 
dilaksanakan oleh Kepolisian, dari pelapor, pengacara/kuasa hukumnya atau 
mungkin bisa dihadiri oleh jaksa dan terlapor sendiri bahkan juga dapat 
dihadirkan untuk gelar bersama jadi diharapkan dengan adanya gelar perkara 
termasuk keterbukaan dalam proses penyidikan, tidak tertutup semua orang 
berhak mengikuti gelar perkara jadi bisa menganalisa perkara itu, nanti hasil gelar 




Pelaksanaan gelar perkara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan 
Surat Dengan Objek Berupa Akta Wasiat No. 11 tanggal 9 November 2013.
12
 
Bahwa pengadu melaporkan teradu ke pihak Kepolisian Karanganyar dengan 
tuduhan Pemalsuan Surat Wasiat yang telah dilakukan oleh teradu. Teradu 
dituding telah malakukan pembuatan wasiat palsu atas nama pemberi wasiat, dan 
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ditanda tangani oleh pemberi wasiat dalam posisi pemberi wasiat dalam kondisi 
sakit keras di RS. Dr Oen Surakarta, bahwa teradu telah melakukan pemaksaan 
dalam proses pendatanganan wasiat tersebut dan dalam kondisi pemberi wasiat 
sedang tidak dalam kondisi sehat sepenuhnya untuk membuat surat wasiat 
tersebut. Dan dengan hal tersebut pengadu mengajukan laporan kepada pihak 
Kepolisian untuk menangani dan membuktikan tuduhan pengadu benar adanya. 
Dengan adanya bukti-bukti permulaan yang di bawa oleh pengadu dalam 
pelaporannya yaitu bukti keterangan saksi dan bukti surat, maka dengan bukti 
permulaan yang cukup, dengan ini terlapor untuk sementara dipersangkakan telah 
melanggar pasal-pasal yang mengatur tentang pemalsuan surat yang diatur dalam 
Pasal 263 KUHP. 
Gelar perkara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 
bertempat di Ruangan Rapat Ditesrimum Polda Jawa Tengah terhadap pengaduan 
yang telah masuk tertanggal 31 Maret 2015, perihal pemalsuan surat berupa surat 
wasiat, sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHAP dan 264 KUHP. Dengan 
cara memaparkan bukti-bukti yang ada dari kedua belah pihak dan juga saksi-
saksi yang menyaksikan ataupun saksi ahli untuk membuktikan kebenarannya 
Selanjutnya, dalam kasus tersebut terlapor disimpulkan tidak bersalah dan 
tidak terdapat cukup bukti melakukan pemalsuan surat berupa surat wasiat. 
Berikutnya kasus yang ditangani Polres Karanganyar ini dihentikan karena kasus 
tersebut merupakan masuk dalam ranah kasus perdata. Dengan dilaksanakannya 
gelar perkara dapat membuktikan apakah kasus yang sedang ditangani adalah 
kasus pidana atau bukan pidana dan apakah terlapor terbukti melakukan tindak 
yang dipersangkakan atau tidak. Oleh karena itulah pelaksanaan gelar perkara 
harus atau penting untuk dilaksanakan agar dapat membuktikan bahwa sebuah 
tindakan/peristiwa yang telah terjadi atau dilaporkan merupakan tindak pidana 
8 
atau bukan tindak pidana dan juga terhadap tersangka/ terlapor terbukti 
melakukan tindak pidana atau tidak, jadi untuk kepentingan pengadilan sebelum 
perkara di lanjutkan ketahap berikutnya yaitu pembuatan berkas pengadilan.  
Jadi, dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa gelar perkara bersifat 
sangat penting dan berpengaruh dalam proses penyelesaian tindak pidana, karena 
proses gelar perkara membantu penyidik dalam menyelesaikan sebuah kasus yang 
sedang ditangani oleh penyidik Kepolisian, untuk mendapatkan hasil dalam proses 
penyidikan yang akan disatukan dalam berkas perkara dan di serahkan kepada 
Jaksa Penuntut Umum untuk di proses lebih lanjut. 
 
Proses Pelaksanaan Gelar Perkara dalam Penyelidikan Perkara Pidana 
Menurut Pasal 1 butir (17) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar 
Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, pengertian dari 
gelar perkara adalah kegiatan penyampaian tentang proses atau hasil penyelidikan 
dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi 
kelompok untuk mendapatkan tanggapan/koreksi dalam rangka menghasilkan 
rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan. Proses 
pelaksanaan gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir kesalahan terhadap 
tindakan yang dipersangkakan. Agar penyidik dalam mengambil keputusan tidak 
salah langkah dalam menentukan putusan/tindakan lebih lanjut.
13
 
Mengenai pelaksanaannya gelar perkara dibagi menjadi 2 yaitu: (1) Gelar 
Perkara Biasa adalah gelar perkara yang dilaksanakan penyidik dan dipimpin 
ketua tim penyidik atau atasan penyidik, (2) Gelar Perkara Khusus adalah gelar 
perkara yang dilaksanakan karena adanya komplain dari pengadu baik pihak 
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pelapor ataupun terlapor atau atas permintaan pimpinan Polri atau permintaan dari 




Berdasarkan dari alur pelaksanaan gelar perkara yang dipaparkan oleh 
penulis di atas dapat dijelaskan secara singkat yaitu: (1) Laporan Masuk Kepada 
Penyidik, (2) Membuat Rancangan Gelar Perkara, (3) Penyampaian Rancangan 
Kepada Fungsi Analis, (4) Membuat Jadwal Gelar Perkara, (5) Penyidik 
Melakukan Koordinasi, (6) Pelaksanaan Gelar Perkara, (7) Akhir Gelar Perkara 
Menghasilkan Kesimpulan Gelar Perkara, (8) Tindak lanjut hasil gelar perkara 
yang dilakukan oleh pengawas penyidik, dan kemudian (9) Diserahkan Kepada 
Pimpinan Untuk Tindak Lanjut.
15
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaukan oleh penulis dapat ditarik 
kesimpulan tentang pelaksanaan gelar perkara adalah awal proses pelaksanaan 
gelar perkara dimulai dari masuknya laporan kepada pihak Kepolisian, dari 
laporan tersebut diolah menjadi hasil laporan penyidikan. Dari hasil penyidikan 
tersebut di serahkan kepada Pejabat Reserse. Setelah menerima laporan maka 
pejabat Reserse mengeluarkan Surat Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan 
(SPDP). Setelah keluar surat dari pejabat Reserse maka penyidik akan membuat 
rancangan gelar perkara. 
Rancangan gelar perkara akan disampaikan kepada fungsi analisa untuk 
bisa menetapkan jadwal dimulainya pelaksanaan gelar perkara, penetapan jadwal 
tersebut sangat penting dilakukan adar dalam pelaksanaannya tidak ada pihak-
pihak yang beralasan tidak menghadiri pelaksanaan gelar perkara. Setelah jadwal 
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tersusun maka penyidik akan melaksanakan kordinasi untuk pelaksanaan gelar 
perkara. 
Pelaksanaan gelar perkara diawali dengan pembukaan dan pembacaan tata 
tertib yang dilakukan oleh pimpinan gelar perkara setelah itu penyidik 
menyampaikan paparan yang dihasilkan oleh tim penyidik mengenai kasus yang 
digelar. Dari segala paparan yang disampiakan oleh penyidik akan menghasilkan 
kesimpulan dari pelaksanaan gelar perkara. Hasil gelar perkara akan diserahkan 
kepada pimpinan untuk proses tindak lanjut berikutnya. 
 
Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Gelar Perkara 
Pelaksanaan gelar perkara pasti ada hambatan ataupun halangan yang 
menyertai terlaksannya proses gelar perkara. Sebenarnya dalam pelaksanaan gelar 
perkara sendiri tidak banyak terjadi hambatan-hambatan yang sangat berpengaruh 
dengan proses pelaksanaannya, hambatan hanya sering terjadi dalam hal perkara 
yang sedang ditangani ataupun sedang berjalan.
16
 
Hambatan dari pelaksanaan proses gelar perkara oleh penyidik antara  
lain:  
Pertama, faktor manusia/orang, yakni (a) adanya komplain dari pelapor 
ataupun terlapor terhadap hasil gelar perkara yang dilaksanaka, (b) adanya 
kekurangan ataupun belum adanya saksi dari kedua belah pihak, (c) berdomisili di 
luar kota, (d) pengadu meminta kepada tim penyidik untuk merubah-rubah pasal, 
misal dari Pasal 263 KUHP menjadi Pasal 264 KUHP menjadi Pasal 242 KUHP, 
dan (e) Perbedaan pendapat antara pelapor dan terlapor.  
Kedua, faktor perkara, antara lain: (a) banyak perkara yang sulit 
dibuktikan yakni banyak laporan yang masuk dikarenakan pelapor hanya 
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mendengar saja, tetapi tidak melihat ataupun mengalaminya. Dan juga bisa juga 
laporan yang tidak ada bukti yang kuat yang membuktikan bahwa pelaku yang 
dilaporkan melakukan tindak pidana tersebut, (b) adanya pengulangan gelar 
perkara, disebabkan adanya kekurangan berkas ataupun bukti-bukti yang 
dipaparkan dalam penyidikan tersebut belum bisa membuktikan bahwa tersangka 
tersebut bersalah. Pengulangan gelar perkara biasanya terjadi terhadap perkara 




Pengulangan gelar perkara juga akan dilakukan apabila berkas yang 
diserahkan kepada pihak penyidik Kejaksaan terjadi kekurangan atau tidak adanya 
bukti yang kuat terhadap penjatuhan pidana terhadap tersangka dalam kasus 
tertentu, (c) Adanya bukti baru setelah pelaksanaan gelar perkara selesai, bisa 
terjadi dikarenakan apabila ada saksi yang saat dimintai keterangan tidak bisa 
hadir, atau juga setelah gelar perkara selesai penyidik menemukan bukti baru 
dengan cara penyidikan secara internal/ tersendiri. Dengan adanya bukti baru 
tersebut maka penyidik akan melakukan pengulangan gelar perkara agar bukti-
bukti yang ditemukan dapat memperkuat pasal yang sedang dipersangkakan 
terhadap tersangka itu sendiri. Dan juga tidak akan sampai adanya pengembalian 
berkas dari Kejaksaan kepada penyidik dengan alasan berkas kurang lengkap atau 
bukti tidak kuat. Maka dengan adanya pengulangan tersebut hal itu juga yang 
menjadikan hambatan dalam pelaksanaan gelar perkara yang akan memulai 
penyidikan selanjutnya.  
Ketiga, faktor waktu atau memakan waktu lama. Pelaksanaan gelar 
perkara, yang perkaranya mendapatkan perhatian publik akan lebih memakan 
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banyak waktu lebih lama karena pihak penyidik Kepolisian dalam mengambil 
keputusan dan proses penyidikannya akan bersifat sangat hati-hati dalam 
pengambilan tindak lanjutnya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan 
keputusannya. Karena pengambilan keputusan tersebut juga sangat mempengaruhi 
reputasi sebagai penyidik Kepolisian apabila dalam penyidikannya terjadi 
kesalahan dan juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
pihak Kepolisian.  
Berdasar dari beberapa faktor yang di paparkan di atas dapat juga di 
hubungkan dengan salah satu teori yang di kemukakan oleh Soerono Soekanto 
tentang teori-teori penegakan hukum adalah:
18
 
Keempat, faktor masyarakat. Mengenai hambatan di atas dapat dilihat 
faktor masyarakat adalah hal yang sangat berperan penting dalam penanganan 
perkara pidana. Dalam hal tersebut masyarakat juga menjadi salah satu hambatan 
yang dialami dalam oleh penegak hukum dalam penanganan perkara karena sering 
menerima komplain dari masyarakat iru sendiri. 
Kelima, faktor penegak hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam 
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Faktor 
tersebut dapat di hubungkan dengan masalah perkara dan juga jangka waktu, 
karena dalam penyelesaian perkara pidana banyak terdapat kekurangan yang 
dilakukan penyidik sehingga dapat menghambat jalannya perkara dan juga tentang 
ketelitian penyidik yang menjadikan pengulangan terhadap perkara yang 
ditangani.  
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui betapa sulit dan susahnya seorang 
penyidik Kepolisian mengambil suatu keputusan untuk menindak sebuah perkara 
pidana yang sedang ditanganinya. Dari paparan hambatan-hambatan di atas dapat 
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disimpulkan bahwa setiap laporan yang diterima pihak penyidik Kepolisian pasti 
akan membutuhkan waktu dalam proses penanganannya. Karena laporan yang 
masuk harus melewati babarapa proses yang panjang dan sering kali terjadi 




Pertama, kedudukan gelar perkara dalam kelancaran proses penyelesaian 
perkara pidana yaitu sebagai salah satu dari kegiatan pengawasan penyidikan yang 
dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Gelar 
perkara juga bertujuan untuk memberikan status hukum atas kasus yang sedang 
ditangani dan agar dalam proses penyelesaiannya tidak mengalani kesalahan atau 
tidak salah langkah dalam pengambilan keputusan. Sebab gelar perkara bersifat 
sangat penting dan berpengaruh dalam proses penanganan perkara pidana.  
Kedua, proses pelaksanaan gelar perkara dalam penyidikan perkara pidana 
ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh penyidik yaitu dari 
laporan masuk kepada penyidik, rancangan gelar perkara, pelaksanaan gelar 
perkara dan tahap akhir gelar perkara yang menghasilkan sebuah kesimpulan gelar 
perkara dan oleh penyidik akan dibuat notulen untuk diserahkan kepada pimpinan 
penyidik untuk ditindaklanjuti. 
Ketiga, faktor yang menghambat pelaksanaan gelar perkara. Penulis telah 
menghubungkan beberapa faktor tersebut dengan sebuah pendapar tentang faktor 
penegakan hukun dari Soerjono Soekanto. Yang menghasilkan bahwa faktor-
faktor yang sudah di paparkan oleh penulis, yang menjadi hambatan dalam 
penanganan perkara pidana adalah faktor masyarakat yaitu banyak komplain 
masyarakat atau berbagai pendapat masyarakat yang dapat menghambat jalannya 
gelar perkara dan faktor penegak hukum, yaitu banyak penegak hukum yang 
14 
biasanya sangat teliti sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan 
perkara pidana. Dan juga apabila dalam perjalannya penegak hukum menemukan 
bukti baru maka akan dilakukan pengulangan gelar perkara, sehingga hal tersebut 
sangat menghambat jalannya perkara pidana sendiri.  
 
Saran  
Pertama, bagi masyarakat sebaiknya percayalah terhadap pihak 
berwenang dalam penanganan sebuah perkara, karena pihak berwenang terutama 
pihak penyidik sudah memiliki prosedur penyidikan sendiri dalam melaksanakan 
dan menyelesaikan sebuah perkara yang sedang ditangani.  
Kedua, bagi pembuat peraturan perundang-undangan sebaiknya lebih 
memperjelas tentang mekanisme pelaksanaan gelar perkara itu sendiri agar dapat 
dimengerti semua pihak. 
Ketiga, bagi aparat penegak hukum ataupun pihak Kepolisian, dalam 
upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat hendaknya dalam pelaksanaan 
gelar perkara lebih banyak bersifat terbuka dan banyak melibatkan pihak-pihak 
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